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Abstrak

Perserikatan bangsa-bangsa sendiri merupakan suatu organisasi Internasional yang memiliki
tujuan utama untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Seperti halnya serangan yang
dilakukan oleh negara Rusia terhadap negara Ukraina sebelumnya telah diprediksi oleh
berbagai pihak, termasuk negara-negara yang tergabung di dalam NATO (North Atlantic Treaty
Organization). Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina karena merasa bahwa kedaulatan
negaranya sedang terancam dengan adanya deklarasi Ukraina ingin bergabung dengan NATO.
Negara Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Dampak yang
ditimbulkan dari adanya invasi Rusia terhadap Ukraina yaitu adanya pelanggaran HAM dalam
kategori berat karena invasi yang dilakukan telah menyebabkan banyaknya penduduk sipil yang
meninggal dunia. Rumusan masalah dari pembahasan ini adalah ditemukannya peran dari
dewan keamanan PBB dalam mengatasi konflik antara Rusia dengan Ukraina. Metode
penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan yang digunakan
merupakan pendekatan secara perundang-undangan (statuta approach). Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa peran dewan keamanan PBB berhak memberikan sanksi kepada Rusia
yang melakukan invasi terhadap Ukraina yaitu dengan membuat Resolusi Konflik.

Kata kunci: Invasi, Dewan Keamanan PBB, Sanksi.

Abstract

The United Nations is an international organization that's purposed to maintain world peace
and security. Just like the attack carried out by the Russian state against the Ukrainian state
was previously predicted by various parties, including countries that are members of NATO
(North Atlantic Treaty Organization). Russia attacked Ukraine because it felt like the country's
sovereignty was threatened by Ukraine's declaration that wants join to NATO. The Russian
state invaded Ukraine on February 24th, 2022. The impact of the Russian invasion of Ukraine
was human rights violations in the severe category because that had caused many civilian
deaths. The purpose of the problem of this discussion is to discover the role of the UN security
council in overcoming the conflict between Russia and Ukraine. This research method uses a
normative legal approach. The approach used is statutory. The results of this study indicate
that the role of the UN security council has the right to impose sanctions on Russia which
invasion Ukraine by making a Conflict Resolution.

Keywords: Invasion, UN Security Council, Sanctions.



1. Pendahuluan

Perang adalah suatu peristiwa yang akan mewarnai sejarah kehidupan dan peradaban
manusia di muka bumi ini. Peristiwa perang biasanya terjadi dengan alasan adanya perselisihan
antara dua belah pihak yang tidak mau mengalah terhadap suatu kepentingan, baik itu
kepentingan politik, ekonomi, sosial maupun lain-lain. Perang merupakan suatu tindakan yang
sangat dikecam oleh dunia internasional®. Perang seharusnya menjadi suatu peristiwa yang
harus sangat di hindari oleh seluruh manusia di dunia ini®. Perang dapat terjadi karena adanya
suatu perselisihan yang melibatkan dua belah pihak, bai kantar negara satu dengan yang
lainnya, maupun antar kelompok satu dengan kelompok lainnya yang berada di dalam satu
negara®. Perang merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Menurut
Oppenheim “war is contention between two or more state trhoug their armed forced, for the
purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the victor
please’™. Menurut pendapat Oppenhaim, dapat dilihat bahwa terjadinya sebuah pertikaian atau
serangan yang meliputi dua negara atau lebih melalui Angkatan bersenjatanya atau militer
masing-masing negara, memiliki tujuan untuk saling mengalahkan, mencapai suatu keinginan
dari negara tersebut dan memberikan keadaan damai sesuai dengan yang diinginkan oleh
negara yang memenangkan peperangan tersebut®.

Aturan perang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.
Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 sendiri adalah bagian dari Hukum
Internasional. Tujuan adanya Konvensi Jenewa ini adalah untuk menjadi patokan standart
dalam memperlakukan korban perang®.

Konvensi Jenewa ini diadopsi pada tahun 1949, seusai Perang Dunia kedua berakhir.
Akan tetapi, keempat Konvensi Jenewa masih berlaku hingga saat ini. Dua protokol tambahan
yang diadopsi pada tahun 1977 memiliki isi untuk memperluas aturan perang’.

Konvensi Jenewa sendiri terdiri dari empat perjanjian, tiga protokol tambahan, yang
menetapkan standar Hukum Internasional. Protokol pertama berisikan untuk memberikan

perlindungan kepada warga sipil dan juga petugas Militer di tengah peperangan. Protokol

1 Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang (Bandung: Binatjipta,
1968). h.7.

2 et al Peter Baehr, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2001). h. 8.

3 Geoffey Best, War & Law Since 1945 (New York: Oxford University Press Inc., 1994). h. 253.

4 Felix E, Oppenheim, National Interest, Rationality, and Morality, Vol. 15. N (Political Theory, 1987). h. 101.

5 Ibid.

6 Mochtar Kusumaatmadja.

7 Konya, ‘Konvensi Jenewa’, Universitas Krisnadwipayana, 2018.
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kedua membahas perlindungan perlindungan bagi korban yang terjebak di tengah perang.
Protokol ketiga mengadopsi peraturan tentang perlindungan terhadap Lembaga palang merah
atau bulan sabit®.

Konvensi Jenewa berlaku pada masa perang dan konflik bersenjata, bagi pemerintah
yang telah melakukan ratifikasi ketentuan Konvensi tersebut. Ketentuan rinci mengenai
aplikabilitas Konvensi-konvensi Jenewa diuraikan dalam Pasal 2 dan 3 Ketentuan yang Sama.
Masalah aplikabilitas ini telah menimbulkan sejumlah kontroversi. Ketika Konvensi-konvensi
Jenewa berlaku, maka pemerintah harus merelakan sebagian tertentu dari kedaulatan
nasionalnya (national sovereignty) untuk dapat mematuhi hukum internasional. Konvensi-
konvensi Jenewa bisa saja tidak sepenuhnya selaras dengan konstitusi atau nilai-nilai budaya
sebuah negara tertentu. Meskipun Konvensi-konvensi Jenewa menyediakan keuntungan bagi
individu, tekanan politik bisa membuat pemerintah menjadi enggan untuk menerima tanggung
jawab yang ditimbulkan oleh konvensi-konvensi tersebut®.

Konflik bersenjata yang bersifat internasional merupakan sengketa antar negara seperti
halnya invasi Rusia terhadap Ukraina. Sengketa bersenjata sendiri terdiri dari 2 situasi seperti
yang telah ditetapkan di dalam Pasal 2 common article Konvensi Jenewa 1949 serta Pasal 1
ayat (4) juncto Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan | tahun 1977,

Menurut kejadian invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, maka dapat dilihat
bahwasanya invasi yang dilakukan dan dampaknya terhadap rakyat sipil maupun tantara militer
dinilai tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.

Kamis, 24 Februari 2022 telah terjadi serangan Invasi dari negara Rusia terhadap
Ukraina yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin'. Banyak pakar
yang telah memprediksi terjadinya hal ini mengingat apabila ditarik kebelakang, banyaknya
konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menjadi pemicu terjadinya serangan invasi Rusia
ke negara Ukraina. Hal yang memicu kemarahan Putin sehingga menyebabkan dilakukannya
invasi tersebut ke Ukraina adalah karena sikap pemimpin Ukraina saat ini yang lebih dekat ke

Barat dan ingin menjadi salah satu bagian dari NATO?*. Tujuan Rusia melakukan serangannya

8 Ibid.

9 “‘Konvensi Jenewa’ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Jenewa> [accessed 10 June 2022].

10 Kukuh Tejomurti, Ayub Torry Satriyo Kusumo, ‘Alternatif Atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional
Dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria’, Universitas Sebelas Maret, Vol. 4, No.3 (2015).
11 Tommy Patrio, ‘Ini Awal Mula Perang Rusia-Ukraina, Akankah Segera Berakhir?’, Cnbcindonesia.Com, 2022
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220228064546-4-318875/ini-awal-mula-perang-rusia-ukraina-akankah-segera-
berakhir/amp> [accessed 27 June 2022].

12 ‘Kronologi Penyebab Mengapa Rusia Menyerang Ukraina’, Www.Cnbcindonseia.Com
<https://www.cnbcindonseia.com/news/20220225052726-4-318218/kronologi-penyebab-mengapa-rusia-meyerang-
ukraina/1> [accessed 11 April 2022].



kepada sejumlah kota di negara Ukraina termasuk Kyiv, Odhessa, Kharkiv maupun Mariupol
agar negara Ukraina kembali bergabung dan pro dengan Moscow.

Akibat adanya invasi Rusia ke Ukraina maka timbullah korban jiwa sebanyak 300
orang tewas pada tanggal 16 Maret 2022 yang bertempat di Teater Drama Mariupol, dimana
kebanyakan korban merupakan warga sipil negara Ukraina*®. Hal ini merupakan tindakan dari
kejahatan perang luar biasa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina.

Sesuai dalam pasal 13 poin B Statuta Roma 1998, Pengadilan International Criminal
Court (ICC) mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan penyelidikan atas dugaan
kejahatan perang yang dilakukan Rusia ke Ukraina sejak awal perang. Pemerintah Belanda
juga akan segera mengirimkan tim ahli spesialis forensik ke Ukraina atas nama ICC guna
mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia®.

Perserikatan bangsa-bangsa sendiri merupakan suatu organisasi Internasional yang
memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia®. Fungsi PBB sendiri
sangatlah penting untuk mendorong Kerjasama dan menjaga perdamaian dunia. PBB sendiri
menjadi wadah untuk negara-negara Internasional dan kerap digunakan sebagai penengah atas
terjadinya suatu konflik antar negara®. Seperti halnya serangan yang dilakukan oleh negara
Rusia terhadap negara Ukraina sebelumnya telah diprediksi oleh berbagai pihak, termasuk
negara-negara yang tergabung di dalam NATO (North Atlantic Treaty Organization)®.
Dampak yang ditimbulkan dari invasi militer yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina adalah
dijatuhinya sanksi ekonomi terhadap negeri Beruang Merah tersebut. Negara yang melakukan
sanksi tersebut diantara lain Amerika Serikat, Uni Eropa, Jerman, Inggris, Taiwan, Jepang
hingga Singapura®®.

Akibat lain dari serangan ini menurut beberapa peneliti adalah adanya Aliansi Rusia

dan antisipasi perluasan konflik, kenaikan harga komoditas dunia, pemulihan ekonomi pasca

13 Achmad Iyabu Fauzi, ‘Pakar HAM Eropa Sebut Rusia Telah Melakukan Kejahatan Perang Di Ukraina, Dubes AS:
Katalog Ketidakmanusiawian’, Voi.ld, 2022 <https://voi.id/berita/157763/pakar-ham-eropa-sebut-rusia-telah-melakukan-
kejahatan-perang-di-ukraina-dubes-as-katalog-ketidakmanusiawian> [accessed 27 June 2022].

14 Sarah Meiliana Gunawan, ‘Ukraina Identifikasi 10 Tentara Rusia Dalang Pelanggaran HAM Di Bucha’, Rmol.ld, 2022
<https://dunia.rmol.id/read/2022/04/29/532074/ukraina-identifikasi-10-tentara-rusia-dalang-pelanggaran-ham-di-bucha>
[accessed 27 June 2022].

15 Jgnesia Della Faragil Levina Yustitianingtyas, ‘Peranan Dewan Kemananan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata
Non-Internasional Di Libya’.

16 ‘Tujuan PBB Beserta Fungsi, Tugas, Dan Asas PBB Didirikan’, Zonareferensi.Com
<https://www.zonareferensi.com/tujuan-pbb/#:~:text=Fungsi PBB penting untuk mendorong kerjasama dan

menjaga, Terdapat beberapa tugas PBB yang dijalankan tiap tahun.> [accessed 15 May 2022].

17 ‘NATO Adalah Pakta Pertahanan Atlantik Utara, Berikut 30 Anggota Aliansi Ini’, Kontan.Co.Id
<https://internasional.kontan.co.id/news/nato-adalah-pakta-pertahanan-atlantik-utara-berikut-30-anggota-aliansi-ini>
[accessed 10 June 2022].

18 ‘Daftar Harga Energi Yang Naik Akibat Invasi Rusia Ke Ukraina’, Www.Cnnindonesia.Com
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220309192051-92-769034/daftar-harga-energi-yang-naik-akibat-invasi-rusia-
ke-ukraina> [accessed 13 May 2022].



Covid-19 terancam lebih rendah, suplai komoditas dan logistic terhambat dan yang terakhir,

membuat potensi harga ekspor naik. Sejatinya, akibat dari invasi yang dilakukan Rusia ke

Ukraina memiliki dampak lain. Para pakar mengatakan bahwa apabila invasi ini terus menerus

dilakukan, terjadinya Perang Dunia IlI bisa jadi tidak dapat terelakkan.

Menurut latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran

dan sanksi dari dewan keamanan PBB dalam invasi Rusia terhadap Ukraina?

2.

Metode Penelitian

a) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan metode penilitan hukum normative, yaitu metode
penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.
Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara perundang-undangan
(Statute Approach)®. Dari pendekatan diatas, maka hukum primernya adalah Undang-
undang Internasional antara lain Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977,
Konvensi Den Haag IV 1907, Statuta Roma 1998, Statuta Mahkamah Internasional,
Universal Declaration of Human Rights dan Piagam PBB.
b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui beberapa artikel, berita, jurnal dan

tulisan ilmiah?® yang berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Hasil dan Pembahasan
1. Analisis Invasi Rusia terhadap Ukraina

Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah terjadi sejak awal tahun 1990-
an. Pada zaman dahulu, Rusia dan Ukraina merupakan satu kesatuan dibawah Uni
Soviet. Uni Soviet sendiri merupakan satu negara adidaya dengan fasilitas senjata nuklir
terbesar di dunia. Namun, ketika Negara Uni Soviet itu runtuh, maka terbentuklah
negara-negara baru salah satunya Ukraina yang menjadi salah satu negara dengan yang
memiliki Gudang nuklir terbesar ketiga di dunia.

Sejatinya telah banyak pakar Hubungan Internasional, ahli peperangan maupun para
Menteri di negara lain sudah memprediksi terjadinya serangan militer yang dilakukan

Rusia kepada Ukraina.

19 Ignesia Della Faragil Levina Yustitianingtyas, ‘Peranan Dewan Kemananan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata
Non-Internasional Di Libya’

20 Ibid.



Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mulai memanas ketika negara
Krimea melalui referendum secara sepihak lepas dari negara Ukraina akibat lemahnya
system Kedaulatan Negara tersebut. Lepasnya negara Krimea dari Ukraina
menyebabkan beberapa negara mengikuti jejak Krimea diantaranya seperti Donetsk dan
Lungansk.

Hal-hal lain selain referendum Krimea pun memicu terjadinya perang di antara dua
negara tersebut, yakni Rusia dan Ukraina. Hingga akhirnya, pada tanggal 24 Februari
2022, Rusia resmi melakukan invasi terhadap Ukraina.

Pemicu Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina adalah sikap Presiden Ukraina
yaitu Volodymyr Zelensky yeng memilih untuk mendorong negara Ukraina lebih
kearah Eropa dibandingkan ke Negara Rusia, bergabung dengan masyarakat ekonomi
Eropa dan bergabung ke dalam organisasi NATO untuk meningkatkan kekuatan militer
Ukraina sehingga dapat mencegah agresi Rusia dan dapat menarik diri dari pengaruh
Rusia. Ukraina dan NATO sendiri sudah menjalin kerja sama sejak tahun 1992 dan
pada 1997 dibentuk komisi Ukraina-NATO sebagai forum diskusi keamanan tanpa
perjanjian keanggotaan formal?:.

Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina karena merasa bahwa kedaulatan
negaranya sedang terancam dengan adanya deklarasi Ukraina ingin bergabung dengan
NATO. Namun, Ukraina sendiri ingin menjadi sebuah negara yang memiliki kedaulatan
dan tidak dapat dipengaruhi oleh negara manapun. Oleh sebab itu, Ukraina ingin
meningkatkan kekuatan militer negaranya dengan memilih bergabung bersama
NATO?=,

Langkah yang diambil oleh negara Ukraina ini dirasa oleh Vladimir Putin, selaku
Presiden Rusia merupakan langkah yang dapat memberikan ancaman terhadap negara
Rusia. Hal ini disebabkam oleh letak geografis negara Ukraina yang berada persis di
pinggir Rusia, sehingga membuat ketahanan Militer negara Rusia semakin sedikit. Oleh
karena itu, Rusia dengan tegas melarang bergabungnya Ukraina dengan NATO, namun
Ukraina seperti tidak mengindahkan pernyataan tersebut dan tetap bersikukuh untuk
bergabung dengan NATO, hingga akhirnya Rusia melakukan serangan kepada
Ukraina®.

21 Habib Allbi Ferdian, ‘Apa Itu NATO Dan Kenapa Ukraina Ingin Bergabung?’, Kumparan.Com, 2022
<https://m.kumparan.com/amp/kumparansains/apa-itu-nato-dan-kenapa-ukraina-ingin-bergabung-1xZMKeR5jKB>
[accessed 15 June 2022].

22 Anak Agung Sri Ida Bagus, Putu Tumi, ‘Intervensi Rusia Di Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional’, Universitas
Udayana, 2022.
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Disebutkan pula, bahwasanya invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina sendiri
sejatinya memiliki beberapa kepentingan untuk negara Rusia itu sendiri. Seperti
kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional sendiri merujuk kepada tujuan suatu
negara untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita dalam aspek kesejahteraan bagi
negaranya. Kesejahteraan baik di dalam ekonomi maupun keamanan Negara®.
Kepentingan nasional merupakan tujuan negara untuk mempertahankan dan menambah

kekuasaan ke negara lain®.

2. Dampak invasi Rusia terhadap Ukraina

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang dari hukum
internasional. Hukum Humaniter merupakan bagian dari hukum internasional. Oleh
karena itu, karakteristik Hukum Humaniter tidak berbeda dengan hukum internasional,
misalnya yang berkaitan dengan sumber-sumber hukumnya yang juga mengacu kepada
Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu meliputi: perjanjian
internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum,
yurisprudensi dan doktrin atau pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya?®.

Istilah Hukum Humaniter sering digunakan secara bergantian dengan istilah
“hukum humaniter” maupun “Hukum Humaniter Internasional yang berlaku pada
waktu sengketa bersenjata”. Istilah yang terakhir inilah yang paling lengkap. Istilah ini
digunakan dalam Protokol Tambahan 1/1997 atas Konvensi Jenewa 1949 tentang
perlindungan korban sengketa bersenjata internasional®.

International Committee of the Red Cross (ICRC) menguraikan maksud dari istilah
ini yang berbunyi “‘Hukum Humaniter Internasional berarti aturan-aturan internasional,
yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik,
diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara
langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional,
dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik
untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi

orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik. Di samping

24 Felix E, Oppenheim, National Interest, Rationality, and Morality, Vol. 15. No. 3 (Political Theory, 1987). h. 369-389.
25 W. David, Clinton, The National Interest: Normative Foundations, VVol. 48 No. 4 (The Review of Politics, 1896). h. 495-

519.

26 Andrey Sujatmoko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). h. 169.
27 Ambarwati, Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional. h. 28.
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itu International Committee of the Red Cross (ICRC) juga sering menggunakan istilah
hukum sengketa bersenjata sebagai alternatif dan istilah Hukum Humaniter
Internasional .

Pembatasan penggunaan senjata dalam perang berasal dari perjanjian internasional
yang berpatokan pada Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan dan juga Konvensi
Den Haag IV 1907. Aturan 70 dan Aturan 71 Hukum Humaniter Internasiomal
Kebiasaan memberikan pengaturan mengenai prinsip umum dalam penggunaan senjata.
Di dalam Pasal 23 Konvensi Den Haag IV 1907 juga menjelaskan tentang penentuan
secara khusus pelarangan untuk menggunakan racun atau senjata beracun, penggunaan
senjata, proyektil atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu.
Mahkamah Internasional menegaskan bahwa aturan-aturan dasar yang berasal dari
Pasal 22 dan Pasal 23 Konvensi Den Haag IV 1907 mengikat semua negara baik negara
yang telah meratifikasi maupun yang belum, sebab konvensi tersebut merupakan asas
adat internasional yang tak terkompromikan?.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia.
Kemunculan hak asasi manusia adalah sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan
yang mengancam kehidupan manusia, hak asasi manusia pada hakikatnya telah ada
ketika manusia itu lahir di muka bumi®.

Dalam Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa
semua orang yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang
sama mereka dikaruniai akal dan hati Nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain
dalam semangat persaudaraan.

Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan rincian bahwa setiap orang
memiliki hak dan kewajiban dilindungi oleh Hak Asasi Manusia tersebut termasuk di
dalamnya warga sipil. Hukum dituntut mampu untuk memecahkan segala persoalan
yang hadir akibat dari konflik antar kepentingan negara. Ketika seseorang menyandang
hak, memberikan pengertian bahwa seseorang itu memiliki kuasa akan suatu objek
yang diyakininya. Hak tidak akan berarti sama sekali ketika hukum yang dijadikan

sandarannya tidak berfungsi atau tidak ditegakkan3'.

28 |pid. h. 29.

23 Shaw QC, Malcolm N., Hukum Internasional, terjemahan Derta Sri Widowatie, Imam Baehagi dan M. Khozim (Bandung:
Nusa Media, 2013). h.1195.

30 Majda EI-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). h. 6.
31 Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual (Cianjur: IMR Press, 2012). h. 40.
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Pelanggaran suatu Hak Asasi Manusia merupakan sebuah jaminan dalam
menegakkan HAM®. Pelanggaran HAM merupakan suati tindakan kejahatan manusia,
baik dilakukan oleh individu, suatu institusi maupun suatu negara terhadap hak dasar
manusia.

Pelanggaran HAM kategori berat mencakup Kejahatan Pembunuhan Massal
(Genosida), Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity), Kejahatan
Perang (War Crimes), dan The Crime of Aggression. Semua pelanggaran hak asasi
manusia merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan, sebagaimana tercantum
dalam Statuta Roma 1998, dan diatur juga dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998.

Dalam invasi Rusia terhadap Ukraina baru-baru ini, Rusia mendapatkan sanksi atas
pelanggaran HAM dalam kategori berat karena invasi yang dilakukan terhadap Ukraina
tepatnya di Kota Bucha menyebabkan banyak penduduk sipil yang meninggal dunia
akibat dahsyatnya serangan tersebut. Tentara Rusia pun dituduh melakukan
pemerkosaan terhadap penduduk sipil Ukraina.

United Nation General Aseembly melakukan vote terhadap aksi keji Rusia terhadap
Ukraina tersebut. Hasil voting tersebut, negara Rusia mendapatkan penangguhan dari
badan Hak Asasi Manusia PBB. Juga menerangkan, bahwa hasil dari voting tersebut
menginginkan adanya revolusi bagi negara Rusia. Diantara 175 negara yang tergabung
dalam PBB dan yang mengikuti voting, diketahui bahwa terdapat 93 negara menyetujui
adanya revolusi tersebut, 24 negara menentang dan 58 negara lainnya memutuskan
untuk abstain. Kendati demikian, keputusan 58 negara yang melakukan abstain, tidak

dihitung dalam perhitungan akhir®,

3. Peran, Fungsi dan Tugas Dewan Keamanan PBB

Pemeliharaan keamanan dan perdamaian Internasional merupakan salah satu tujuan
pokok berdirinya PBB sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Piagam PBB dimana
hal ini merupakan beban tanggung jawab utama Dewan Kemanan PBB sebagai badan
utamanya, yang juga terkenal dengan sebutan “peace keeping’?*. Dengan demikian,

adanya keberadaan Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama dalam organisasi PBB,

32 Richard Marsilio, Billy Diego, Arli Papilaya, Johanis Steny and Franco Peilouw Waas, ‘Tanggung Jawab Negara
Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional’, TATOHI: Jurnal Ilmiah
Hukum 1, no. 6 (2021), 531-45.

33 ‘Buah Pelanggaran HAM Dalam Perang Rusia-Ukraina: Suspensi Rusia Dalam Human Rights Council Oleh PBB —
HIMHTD, Binus.Ac.ld, 2022 <https://student-activity.binus.ac.id/himhi/2022/05/buah-pelanggaran-ham-dalam-perang-rusia-
ukraina-suspensi-rusia-dalam-human-rights-council-oleh-pbb/> [accessed 19 June 2022].

34 Johanes Usfunan. Pt. Tuni Sakabawa. Ketut Mandra, Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Dewan Keamanan Sebagai Organ
Utamanya (Denpasar: Percetakan Aksara).h.78.



maka Dewan Keamanan PBB sendiri memiliki fungsi dan kekuasaan yang secara
umum telah diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 26 Piagam PBB yang meliputi anggota
PBB memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan PBB guna untuk
memelihara keamanan dan perdamaian secara Internasional, dan juga memiliki
tanggung jawab dalam merumuskan sebuah rencana yang nantinya akan disampaikan
kepada para anggota yang tergabung di dalam PBB untuk pembentukan suatu sistem
pengaturan persenjataan. Disamping itu, Dewan Kemanan PBB secara khusus yang
mana diatur dalam Pasal 34 Piagam PBB menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB
memiliki wewenang untuk menyelidiki setiap pertikaian atau keadaan yang dapat
menimbulkan pertentangan atau dapat menimbulkan suatu pertikaian Internasional®.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, PBB memiliki organ tambahan yaitu
Dewan Keamanan (Security Council). Neha Jain dalam bukunya yang berjudul “The
European Journal Of International Law” mengungkapkan bahwa pembentukan dan
pemberian wewenang terhadap Dewan Keamanan PBB oleh Piagam PBB merupakan
satu-satunya organ/badan yang berwenang dalam menegakkan keadilan dan menjaga
keamanan Internasional®,

Upaya yang dilakukan oleh PBB dalam menciptakan keamanan dan perdamaian
internasional, PBB sendiri memiliki lima tindakan. Tindakan tersebut saling berkaitan
satu sama lain dan dalam praktik pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semua
negara yang tergabung di dalam PBB untuk dapat terwujud. Kelima tindakan tersebut
ialah Preventive Diplomacity, Peace Keeping, Peace Enforcement, Peace Building, dan
Peace Making®.

International Criminal Court (ICC) adalah sebuah lembaga yang digagas dan
dibentuk oleh PBB dan juga oleh Statuta Roma 1998. Pembentukan ICC ini sendiri
diberikan kewenangan oleh PBB untuk melakukan penyelidikan, mengadili dan
memidana individu tanpa memandang official capacity yang memang dimiliki oleh

individu tersebut dalam suatu negara nasionalnya.

35 1bid, h.84.

36 Jain, N. The European Journal Of International Law, A Separate Law For Peacekeepers: The Class Between The Security
Council and The International Criminal Court, 2005.

37 Adolf H, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Bandung: Sinar Grafika, 2004). h. 95-97.

38 Widiada Gunayaka, ‘Peranan Dan Prospek “International Criminal Court” Sebagai International Criminal Policy Dalam
Menanggulangi International Crimes’, Wawasan Hukum, 29 (2013).
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International Criminal Court (ICC) juga termasuk dalam Hukum Internasional
yang mana merujuk pada suatu realitas lembaga hukum yang memiliki sifat permanen
dan secara mandiri berbentuk pengadilan atau bahkan mahkama pidana juga®.

Perjuangan dalam pembentukan ICC ini telah dimulai sejak 52 tahun lalu guna
untuk mengadili pelanggaran HAM kategori berat seperti genocide. Hal ini terlihat dari
Resolusi Majelis Umum PBB No. 260 pada tanggal 9 Desember 1948, yang mana
mengadopsi "Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide . Dan, ditekankan pula bahwa betapa pentingnya Kerjasama internasional
dalam membebaskan manusia dari perbuatan-perbuatan kejam dan yang menyebabkan
penderitaan luar biasa bagi kemanusiaan®,

Setelah itu, terbentuklah "The ad hoc International Criminal Tribunal for the
Former Yugoslavia" untuk mengadili para pelanggar HAM. Dalam Perang Dunia ke 11,
terdapat pengadilan yang dibentuk pasca berakhirnya Perang Dunia Il untuk mengadili
penjahat perang. Terdapat dua pengadilan yang dibentuk, yang pertama adalah
pengadilan Nuremberg dan yang kedua adalah pengadilan Tokyo. Pengadilan
Neuremberg dibentuk karena adanya perjanjian antara sekutu pada tanggal 8 agustus
1945 dan Pengadilan Tokyo dibentuk pada tanggal 19 januari 1946. Setelah itu, pada
peristiwa di bekas negara Yugoslavia, terbentuklah International Criminal Tribunal for
the former Yugoslavia (ICTY) yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan
No. 827 tahun 1991. Dan pada tahun 1994, Dewan Keamanan dengan Resolusi N0.995
telah membentuk International Tribunal for Rwanda (ICTR). ICTY dan ICTR dibentuk
sebagai pengadilan ad-hoc. Pengadilan ad-hoc mempunyai mandat yang terbatas
mengenai waktu dan wilayahnya®.

Tujuan utama didirikannya ICC adalah adanya kemungkinan untuk suatu
mekanisme yang memiliki sebuah yurisdiksi terhadap individu untuk mempertanggung
jawabkan perbuatan tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini berhubungan
dengan suatu negara yang tidak dapat melindungi warganya termasuk pimpinan suatu
negara itu sendiri. Terdapat tiga prinsip terkait hal ini, yang pertama adalah prinsip yang
menimbulkan prinsip kedua yaitu universalitas. Prinsip kedua berarti bahwa yurisdiksi

ICC harus ditetapkan pada semua individu tanpa melihat pangkat, tingkat jabatan,

39 Novy Septiana Damayanti, ‘Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Oleh
Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan)’, S A S |, 26 (2020).
40 Muladi, ‘Hukum Dan Pembangunan’, in Yurisdiksi Dan ‘Adminissbility’ Pengadilan Pidana Internasional, 2001, 1v, 2.

41 1bid.

42 S.S Suwardi, ‘Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Cour) Dalam Kaitannya Dengan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)’, Hukum Dan Pembangunan, 33.4 (2003), 2.
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kedudukan dan kewarganegaraannya. Prinsip ketiga mengenai kejujuran (faimess) yang
mana prinsip ini harus ditetapkan agar persamaan keadilan bagi seluruh warga dan ini
merupakan prinsip tertinggi dari sebuah proses keadilan®.

ICC dan Dewan Keamanan PBB memiliki hubungan yang didasari oleh Preambul
Statuta Roma baris ke-9 * serta ada dalam Pasal 4 Ayat (3)* Negotiated Relationship
Agreement between the International Criminal Court and the United Nations yang
berlaku sah dan mengikat pada tanggal 4 Oktober 2004.

Hubungan PBB ini tidak hanya pada ICC saja, akan tetapi juga ada hubungan antara
PBB dengan Statuta Roma yang juga dapat dilihat dari wewenang Dewan Keamanan
PBB yang juga memiliki istilah hak referral (hak menyerahkan) yang telah dijabarkan
di dalam Pasal 13 Statuta Roma®*.

Dewan Keamanan PBB juga memiliki hak deferral (hak menangguhkan) seperti
yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 Statuta Roma?*. Dari keterangan Pasal tersebut,
sangatlah jelas bahwa Dewan Keamanan PBB mempunyai peran dan wewenang yang
sangat besar.

Ketika membicarakan perihal hubungan antara ICC dan PBB, maka timbulah
beberapa pemikiran sebagaimana berikut?®:

1. ICC sebagai organ utama PBB,;

2. Statuta sebagai perjanjian internasional;

3. ICC sebagai organ tambahan dari Majelis Umum PBB;
4. 1CC sebagai organ tambahan dari Dewan Keamnan;
5

ICC sebagai badan khusus.

43 Suwardi. S. S. Op. Cit, h. 7.

44 Preambule 9 Statuta Rome 1998, ‘Determined to These Ends and for the Sake of Present and Future Generations, to
Establish an Independent Permanent International Criminal Court in Relationship with the United Nations System, with
Jurisdiction over the Most Serious Crimes of Concern to The International community as a whole’.

45 Article 4 (3) Charter of The United Nations, ‘Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal
Court and the United Nations: “Whenever the Security Council Considers Matters Related to the Activities of the Court, the
President of the Court (“the President™) or the Prosecutor of The court ("the prosecutor") may addres the Council, at is
invitation, in order to give assistance with regard to matters within the jurisdiction of the court’.

46 Article 13 Statua Roma 1998:

“The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of
this Statute if:

(a) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by a State
Party in accordance with article 14;

(b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the
Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or

(c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15.

47 Article 16, ‘Statuta Roma 1998'.

No investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this Statute for a period of 12 months after the
Security Council, in a resolution adopted under Chapter V11 of the Charter of the United Nations, has requested the Court to
that effect; that request may be renewed by the Council under the same conditions.

48 Suwardi. S. S. Op. Cit, h. 7.
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Berdasarkan hubungan antara ICC dan PBB yang dijelaskan diatas, di dalam Pasal
13 poin B Statuta Roma 1998 maupun di dalam Piagam PBB Pasal 39 mengatakan
bahwa memang terdapat hubungan erat antara ICC dengan Dewan Keamanan PBB.
Kedua lembaga ini merupakan dua lembaga yang bekerja sama dalam pemeliharaan
dan penjagaan perdamaian dan keamanan internasional namun memiliki perbedaan
dalam penyelesaiannya.

Akibat memanasnya konflik yang terjadi antara dua negara ini, membuat PBB
memiliki inisiatif untuk melakukan penyelesaian sengketa antar dua negara dengan
melakukan voting terhadap negara Rusia yang dilakukan oleh 5 negara yang memiliki
Hak Veto diantaranya Prancis, Amerika, Inggris, Rusia dan Cina®.

Dalam voting tersebut, didapatkan hasil bahwa 3 negara (Amerika, Prancis dan
Inggris) tidak menyetujui referendum tersebut, sedangkan Rusia telah memveto Krimea
sudah menjadi bagian dari negara Rusia, lalu China abstain.

Voting pun juga dilakukan oleh 193 negara mengenai referendum Krimea tersebut.
Dan hasilnya pun menemui jalan buntu. Dari 193 negara, 100 negara diketahui menolak
referendum tersebut, 50 negara abstain seperti negara China dan 11 negara lainnya
mendukung referendum Krimea. Sehingga pada akhirnya PBB pun dengan tegas
menolak referendum Krimea dan menyatakan Krimea tetap menjadi bagian dari Negara
Ukriaina

Berkaitan dengan kejadian invasi Rusia ke Ukraina, ICC sebagai Mahkamah
Pidana Internasional mengadakan pertemuan bersama dengan Jaksa Agung dari
Polandia, Ukraikna dan Lituania untuk membahas penyelidikan atas adanya dugaan
kejahatan perang yang terjadi di Ukraina. Negara Estonia, Latvia dan Slovakia
melakukan penanda tanganan kesepakatan untuk bergabung dengan Lituania, Polandia
dan Ukraina dalam Tim Investasi Gabungan yang akan turut serta membantu
mengoordinasikan pembagian bukti kekejaman yang dilakukan di Ukraina melalui
Eurojust®.

Setelah adanya pertemuan itu, Jaksa ICC Karim Khan menyatakan bahwa
Lembaga ICC akan ICC berencana akan membuka kantor di Kyiv, Ukraina untuk
mendukung jalannya penyelidikan. Pihak ICC telah mengerahkan tim yang terdiri dari

42 penyelidik, ahli forensik dan personel pendukung ke Ukriana dan menjadikan hal

49 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Statuta Mahkamah Internasional (Jakarta: Kantor Penerangan PBB (UNIC),

2002).

50 ‘Selidiki Kejahatan Perang, ICC Berharap Buka Kantor Di Kyiv’, Deutsche Welle, 2022 <https://www.dw.com/id/selidiki-
kejahatan-perang-icc-berharap-buka-kantor-di-kyiv/a-61992413> [accessed 2 July 2022].
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ini sebagai hal pengerahan terbsesar yang pernah dilakukan oleh pihak 1CC>2.

Jaksa Agung Ukraina, Irina Venedikyova, mengatakan bahwa Ukraina telah
melakukan pengidentifikasian terkait serangan Rusia ke Ukraina. Hasilnya ditemukan
bahwa terdapat lebih dari 600 kejahatan perang Rusia. Dijelaskan pula bahwa pihak
Ukraina telah memiliki lebih dari 600 tersangka kejahatan agresi, sesmuanya adalah
militer tingkat atas, politisi, agen propaganda top, semuanya kecuali Presiden, Menteri
Luar Negeri dan Perdana Menteri, karena mereka memiliki kekebalan fungsional ketika
mereka masih menduduki jabatan tersebut®2. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat
(1) Statuta Roma 1998.

Invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina terlebih lagi di Kota Kyiv telah dikutuk
dan dikecam sangat keras secara luas sebagai tindakan agresi illegal. Pasukan Rusia
dituduh membunuh warga sipil di pinggiran Kyiv dan melakukan serangan berulang
kali terhadap infrastruktur sipil di seluruh Ukraina. Pertemuan di Den Haag bukan satu-
satunya tempat untuk meminta pertanggungjawaban. Jaksa di Polandia, Jerman,
Lituania, Latvia, Estonia, Prancis, Slovakia, Swedia, Norwegia, dan Swiss telah
membuka penyelidikan mereka sendiri®3.

Pada tanggal 10 Juni 2022, peneliti dari Starling Lab, sebuah pusat penelitian
yang berafiliasi dengan Universitas Stanford dan USC Shoah Foundation telah
menyerahkan bukti-bukti kejahatan perang atas Rusia ke Ukraina kepada pihak ICC.
Setelah penyerahan berkas tersbut, digelarlah penyelidikan atas tuduhan kejahatan
perang di Ukraina atas Invasi Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Berkas yng
diserahkan bukanlah berkas atau dokumen persidangan pada umumnya. Namun, berkas

tersebut berisi informasi digital yang tersebar di publik®4.

4. Sanksi terhadap Rusia atas Invasi ke Ukraina
Invasi Rusia terhadapp Ukraina telah jelas melanggar ketentuan Pasal 27 Konvensi
Jenewa®®. Di dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan memberikan

perlindungan tidak hanya kepada anggota Angkatan bersenjata saja, bahwa

51 1bid.
52 1bid.
53 |bid.

54 ‘Blockchain Jadi Alat Bukti Kejahatan Perang Rusia Atas Ukraina Di ICC’, Cnnindonesia.Com, 2022
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220612153553-134-807959/blockchain-jadi-alat-bukti-kejahatan-perang-
rusia-atas-ukraina-di-icc> [accessed 2 July 2022].

5> ‘Bagaimana Cara Membuktikan Kejahatan Perang Rusia Di Ukraina?’, Kompas.Com, 2022
<https://www.kompas.com/global/read/2022/04/08/090000770/bagaimana-cara-membuktikan-kejahatan-perang-rusia-di-
ukraina-?page=all> [accessed 7 July 2022].
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perlindungan juga berhak diberikan terhadap penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam
permusuhan/peperanganZ®.

United Nation (UN) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) memiliki kekuatan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar
negara. Dan, sejatinya pula memiliki andil maupun peran dalam mengatasi konflik yang
terjadi di antara Rusia dan Ukraina.

Namun pada kenyataannya, upaya dalam penyelesaian sebuah konflik tidak selalu
berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan maupun maksimal. PBB beberapa saat lalu
telah melakukan rapat umum darurat untuk membahas invasi antara Rusia terhadap
Ukraina. Rapat umum darurat tersebut diikuti oleh seluruh negara yang tergabung di
dalam PBB. Hasil dari rapat tersebut, lahirlah sebuah Resolusi Konflik PBB untuk
Ukraina yang disetujui oleh 141 negara yang tergabung di dalamnya. Resolusi Konflik
tersebut meminta Rusia untuk segera angkat kaki dari Ukraina, namun Rusia menolak.
Bahkan, Rusia tetap melanjutkan invasinya terhadap Ukraina.

Kecaman terhadap negara Rusia dan permintaan untuk diakhirinya invasi yang
dilakukan juga telah disampaikan oleh para tokoh dunia, Sekjen PBB, Presiden
Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris, Presiden Korea Selatan, bahkan Presiden
Indonesia. Namun, hal ini tida menyurutkan niat Vladimir Putin untuk melakukan
invasinya. Bahkan, Presiden Rusia mendeklarasikan bahwa siapa saja negara yang
menghalanginya untuk melakukan invasi terhadap Ukraina, maka juga akan diinvasi
oleh Rusia.

Dalam penyelesaian konflik antara Rusia dengan Ukraina, Lembaga yang berada di
bawah naungan PBB vyaitu International Court of Justice (ICJ) juga memiliki peran.
ICJ memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hukum yang diajukan oleh
negara-negara anggota PBB dengan berlandaskan Hukum International®’.

ICJ juga dapat memberikan pendapat dan nasihatnya tentang pertanyaan-pertanyaan
hukum yang diajukan oleh Lembaga bentukan PBB. Invasi Rusia terhadap Ukraina
sejatinya bisa dijadikan sebagai objek yang dapat diadili oleh ICJ.

Tepat 3 hari setelah invasi yang dilakukan oleh Rusia, perwakilan Ukraina telah

menyampaikan gugatan kepada ICJ. Di dalam gugatannya, terdapat dua isu yang

56 Adwani, ‘PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG-ORANG DALAM DAERAH KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM HUMANITER’, Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 12 (2012).

57 Hani Adhani, ‘Resolusi PBB Diabaikan, Solusi Konflik Rusia vs Ukraina Di Pundak Pengadilan Internasional’,
Indonesia.ld, 2022 <https://www.indonesiana.id/read/153862/resolusi-pbb-diabaikan-solusi-konflik-rusia-vs-ukraina-di-
pundak-pengadilan-internasional> [accessed 10 June 2022].
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diangkat, yang pertama tentang pelanggaran terhadap genosida yang dilakukan Rusia
terhadap Ukraina. Lalu, kedua, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Rusia yang
menyatakan bahwa telah terjadi tindakan genosida di Donetsk dan Luhansk sehingga
hal tersebut menjadi penyebab utama Rusia melakukan operasi Militer.

Dalam persidangan yang dilaksanakan tanggal 7 Maret 2022, pihak Ukraina datang
dan menyampaikan pendapatnya, akan tetapi pihak dari Rusia tidak ada yang hadir
dalam persidangan, sehingga tidak ada keterangan secara khusus yang disampaikan
oleh pihak Rusia®®,

Ketidak hadiran Rusia di dalam persidangan, membuat ICJ memiliki pertimbangan
terkait putusan sela yang dianggap tidak terlalu komprehensif sehingga hal ini yang
membuat ICJ tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terkait perkara tersebut.

Resolusi Konflik itu sendiri adalah resolusi yang merupakan serangkaian upaya dan
pendekatan untuk menyelesaikan suatu konflik. Menurut Nurhasim, konflik yang
dianggap sudah parah dan rumit hingga tahap peperangan, diperlukan adanya upaya
transformasi dalam penyelesaiannya®. Lalu, menurut Wallensteen, resolusi konflik
adalah situasi dimana ketika para pihak mengalami perseteruan sepakat untuk
mengadakan perjanjian yang dapat memecahkan pusat ketidak sesuaian mereka, serta
saling menerima keberadaan dan juga menghentikan segala bentuk kekerasan satu sama
lain®®. Menurut Deutsch, resolusi konflik didefinisikan sebagai sebuah tindakan untuk
memecahkan masalah bersama®'.

Menurut Kazansky dan Andrassy, resolusi konflik merupakan situasi social dimana
para pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata mau berdamai secara sukarela dan
memilih untuk hidup secara berdampingan dengan memecahkan akar permasalahan
yang terjadi demi kepentingan kedua belah pihak sehingga kekerasan dapat
dihentikan®2.

58 Ibid.

59 M Nurhasin, Konflik Dan Integritas Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian Tentang Konsesnsus Normatif Antara RI-
GAM Dalam Perundingan Helsinki (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pusat Penelitian Politik LIPI, 2008). h. 157.

60 Wallensteen, P. Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System (London, United Kingdom: SAGE
Publications, 2002).

61 Deutsch, The Handbook of Conflict Resolution. In M. Deutsch, P. T. Coleman, & E. C. Marcus (Eds.), ed. by
Jossey-Bass, 2nd Edition (San Francisco: The Hanbook of Conflict Resolution, 2006).

62 Kazansky & Vladimir Andrassy, Rastislav., Conflict Resolution Approaches towards Smart Sustainability of Internal
Relations, ed. by Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vol. 6 No. 3 (Vsl Entrepreneurship and Sustainability Center,
2019). h. 1468-1484.
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Sekretaris Jenderal PBB, Stephanie Dujarric menyatakan bahwa sanksi yang
nantinya akan dijatuhkan kepada Rusia tidak boleh mempengaruhi warga sipil,
termasuk menghambat pasokan vaksin Sputnik V dari Rusia®.
4. Penutup
A. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan diatas, dalam Pasal 1 Piagam PBB dijelaskan bahwa beban
tanggung jawab utama Dewan Kemanan PBB adalah sebagai badan utamanya. Pembatasan
penggunaan senjata dalam perang berasal dari perjanjian internasional yang berpatokan pada
Hukum Humaniter dan Konvensi Den Haag IV 1907. Aturan 70 dan Aturan 71 Hukum
Humaniter memberikan pengaturan mengenai prinsip umum dalam penggunaan senjata.
Dewan Keamanan PBB memiliki hak deferral dalam Pasal 16 Statuta Roma 1998. Invasi yang
dilakukan Rusia terhadap Ukraina memiliki beberapa kepentingan untuk negara Rusia. Jaksa
ICC Karim Khan menyatakan bahwa Lembaga ICC akan berencana membuka kantor di Kyiv,
Ukraina untuk mendukung jalannya penyelidikan. Rusia seharusnya mendapatkan sanksi atas
pelanggaran HAM dalam kategori berat karena invasi yang dilakukan terhadap Ukraina telah

menyebabkan banyak penduduk sipil yang meninggal dunia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah tertera diatas, adapun saran yang dapat diberikan

yaitu sebagai berikut:

1. Negara Ukraina, senagai pecahan dari negara Uni Soviet, tidak seharusnya langsung
mndeklarasikan bahwa negaranya akan tergabung dalam NATO. Sejatinya, Ukraina
diharuskan untuk melakukan perundingan terlebih dahulu terhadap Rusia, agar
dapat mencegah semakin memanasnya kondisi dari dua negara tersebut. Karena
sejatinya, ketegangan diantara kedua negara ini sudah berlangsung cukup lama.

2. Negara Rusia sendiri seharusnya tidak langsung melakukan invasi terhadap negara
Ukraina. Terlebih, invasi yang dilakukan ini sudah pasti akan menimbulkan korban
jiwa yang berasal dari warga sipil. Sejatinya, negara Rusia lebih bisa mendengarkan
solusi yang diberikan oleh Kepala Negara lain terkait invasi yang dilakukan agar
kejadian seperti ini tidak membuat keadaan semakin memanas.

63 Julkifli Sinuhaji, ‘Rusia Jadi Negara Dengan Jumlah Sanksi Terbesar Setelah Iran, PBB Bersikap Tak Boleh Pengaruhi
Warga Sipil’, Pikiranrakyat.Com, 2022 <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-013937502/rusia-jadi-negara-
dengan-jumlah-sanksi-terbesar-setelah-iran-pbb-bersikap-tak-boleh-pengaruhi-warga-sipil?page=2> [accessed 2 July 2022].
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3. Kepala Negara yang tergabung di dalam PBB, seharusnya dapat merangkul kedua
negara tersebut dengan kepala dingin, agar dapat mencapai kesepakatan yang tidak
merugikan kedua belah pihak negara yang sedang bersiteru. Dan agar tidak
menimbulkan lagi jatuhnya korban jiwa dari warga sipil maupun Militer.

4. Setelah melakukan penyerahan berkas bukti kejahatan agresi militer yang dilakukan
olen Rusia ke Ukraina, seharusnya pihak ICC dapat segera melangsungkan
persidangan terkait hal itu dan segera membuat keputusan sesuai dengan Hukum
Internasional atas kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak Rusia.

5. Dewan Keamanan PBB, sebagai organ utama seharusnya juga turut membantu
dalam mendamaikan, menengahi dan atau menyelesaikan invasi ini dengan dibantu
oleh pihak ICC dan para negara yang tergabung di dalam PBB meskipun Rusia telah

melakukan hak veto dalam votingnya.
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